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NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TbK

NOMOR : 01/555/DISKOMINFO/2017
NOMOR : K.TEL. /HK.810/DR7-1110000012017

rEil^rc
KERJA SAMA PEi'BANGUNAN DAN PENGEiiBANGAN LAYANAN SMART CITY

DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Tuiuh
Belas (2+08-2017) di Masamba, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Hj. INDAH PUTRI lNDRlANl, S.lp., M.Si i

BUPATI LUWU UTARA, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
LUWU UTARA, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. ARIS DWI TJAHJANTO

EXECUTIVE VICE PRESIDENT TELKOM REGIONAL 7, datam hal ini berfindak dan atas
nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk yang
berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung yang didirikan berdasarkan Akta Notaris
lmas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 Septembe|lggl sebagaimana telah diubah
rerakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor 31 tanggal 25 April
2014, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana
leJah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1i Tahun
2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2oo7 tentang Tata cara Kerja sama Daerah;

3. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2oog tentang petunjuk reknis Tata
Cara Kerja Sama Daerah;

4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
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PIHAK PERTAUA dan PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana di atas, secara
bersama-sama disebut Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kegiatan
usaha dalam bidang Jasa, Jaringan Telekomunikasi dan informalika serta bidang jasa
te*ail lainnya.

3. Bahwa PARA PIHAK berkehendak untuk secara bersama-sama menjalin kerja sama
dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing Pihak dalam
implementasi Smart City di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat
Kesepahaman Bersama mengenai Pengembangan dan lmplementasi Smaft City,
khususnya di Kabupaten Luwu Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
llaksud dan Tujuan

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen moral diantara PARA PIHAK
untuk mendukung implementasi Smaft City di Kabupaten Luwu Utara dalam upaya
meningkatkan jenis dan mutu pelayanan publik serta sumber daya manusia di berbagai
sektor pembangunan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di
lingkungan Pemerinlah Kabupaten Luwu Utara dan peningkatan kesejahleraan
masyarakat Kabupaten Luwu Utara melalui sinergitas kompetensi, program dan
kegiatan Para Pihak dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling
mendukung, melengkapi dan menguntungkan para pihak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

(1) Penyediaan layanan lelekomunikasi informasi dan komunikasi oleh PIHAK KEDUA,
meliputi namun tidak terbatas pada layanan e-Government, untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu utara serta bidang
dan bentuk lain sesuai dengan kebutuhan pIHAK pERTAMA

(2) Penyediaan perangkat keras oleh PIHAK KEDUA guna mendukung implementasi
aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Luwu Utara;

(3) Penyediaan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi oleh PIHAK KEDUA di
Iingkungan aparatur Pemerintah Kabupaten Luwu Utara khususnya dan masyarakat
Pemerinlah Kabupaten Luwu Utara pada umumnya.

2



Pasal 3

Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak

ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK, atau sampai dengan

Perjaniian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak

tersendiri yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah
satu PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku Nota

Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 4

Peran dan Tanggung Jawab

Dalam rangka mempersiapkan keda sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup
Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak mempunyai peran dan tanggung,awab sebagai
berikut:

1. PIHAK PERTAMA memiliki peran dan tanggung jawab untuk:

a. Melakukan sinergitas antara program PIHAK KEDUA di Kabupaten Luwu Utara
dengan program-program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sehingga dapat
menjadi suatu mata rantai program yang saling menguatkan;

b. Mendukung pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang
disediakan oleh PIHAK KEDUA, melalui dukungan penyediaan informasi dan
penggunaan aplikasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

c. Mempersiapkan sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang dibutuhkan
untuk program yang dikerjasamakan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Mengimplementasikan kegiatan-kegiatan atau program yang berhubungan dengan
teknologi informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2 PIHAK KEDUA memiliki peran dan tanggung jawab untuk:

a. Melakukan sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi dengan program-program
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

b. Mendukung penyediaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

c' Mendukung penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
program yang dikerjasamakan bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan para
pelaku industri digital di Kabupaten Luwu Utara;
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d. Melakukan pembinaan kompetensi leknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan pembinaan kepada para
pelaku industri digital di Kabupaten Luwu Utara,

Pasal 5
Pelak3anaan

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku
sesuai dengan Undang-Undang Republik lndonesia.

(2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menjadi perjaniian yang mengikat Para
Pihak dan lidak ada ka,vajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini,
kecuali kervajiban untuk menjaga lnformasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dari Nota Kesepahaman.

Pasal 6
Pembiayaan

Setiap pembiayaan yang timbul dan yang berhubungan dengan persiapan dan/atau
pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan pada masing-masing Pihak sesuai dengan
peran dan tanggung jawab PARA PIHAK, dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dituangkan dalam Surat Perjanjian
Kerja Sama (SPK).

Untuk kelancaran pelaksanaan Nota KESEPAHAMAN ini, Para Pihak menunjuk wakil
masing-masing Pihak, sebagai berikut

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kominfo Kab. Luwu Utara
Nama : lr. Arief R. Palallo, MM
Alamat : Jl. Simpurusiang No. 27. Masamba
Telepon :081342612060
Email :ariefpalallo@luwuutarakab.go.id,

arief palallo@gmail.com

1

4

Pasal 7
Kerahasiaan

Para Pihak wajib saling menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau keterangan
dan/atau informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepahaman Bersama ini
kepada Pihak lain yang tklak berkepentingan dengan alasan apapun juga, selama dan
sesudah berakhimya Kesepahaman Bersama ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan
Kesepahaman Bersama dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah
Kesepahaman Bersama ini berakhir, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (publlc
domainl alatJ diharuskan dibuka berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 8
Wakil Para Pihak



Pasal 9
Penutup

(1) Apabila dalam Kesepahaman Bersama inl terdapat hal-hal yang tidak atau belum.dialur',' 
"i", diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup

Kesepairaman Bersama ini, maka akan dilakukan addendum dan/atau amandemen

atas kesepahaman Bersama ini berdasarkan persetuiuan Para Pihak, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

2. PIHAKKEDUA
Kakandatel Palopo
Nama : Murlawa
Alamat : Andi D.iemma No 1

Telepon : 047122222
Emait :641031@telkom.co.id

(2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam penafuiran dan/atau pelaksanaan'' 
Kesepahaman Bersama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya dengan
sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender atau dalam waKu yang disetuiui oleh Para Pihak dan merupakan
penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak

(3) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat ekslusif dan tidak membatasi Para Pihak
untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya

(4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada Para
Pihak, Para Pihak sepakat segala ketentuan dan syaralsyarat dalam Kesepahaman
Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak yang menandatangani serta
pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam
rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing Pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

INDRIANI
UPATI

.si ARIS DW TJAHJANTO
EXECUTIVE VICE PRESIDENT\\
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